BAB III
PENUTUP
A. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hak-hak dan kewajiban
narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang — Undang Nomor 22
Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana yang diakui dan
diberikan meliputi hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing, hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani melalui
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak atas pendidikan melalui
program kejar paket dan pelatihan keterampilan, dan rekreasional melalui
kegiatan seni, olahraga, dan akses perpustakaan. Selain itu, narapidana memiliki
hak untuk mendapatkan informasi, menyampaikan keluhan, dan menerima
kunjungan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Pemenuhan hak-hak ini
bertujuan untuk menjaga martabat narapidana sekaligus mendukung proses
rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak tersebut
seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan sumber daya manusia (SDM), dan
sedikit over kapasitas penghuni lapas yang melampaui daya tampung ideal.
Kondisi ini dapat menghambat optimalisasi pelayanan, pembinaan, dan
pemberian fasilitas kesehatan serta pendidikan kepada narapidana. Kendala
lainnya adalah tantangan dalam mengatasi stigma masyarakat terhadap
narapidana dan mantan narapidana.

Kemudian, pelaksanaan kewajiban narapidana telah berjalan dengan baik
meliputi kepatuhan terhadap tata tertib lapas, partisipasi aktif dalam program
pembinaan, menjaga kebersihan, menghormati hak asasi sesama narapidana dan
berkontribusi melalui kegiatan kerja. Pemenuhan kewajiban ini menjadi
prasyarat bagi narapidana untuk memperoleh hak tambahan seperti remisi,
asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Dengan sistem pembinaan yang humanis

dan progresif Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berupaya
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menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban narapidana
untuk mendukung proses rehabilitasi mereka, sesuai dengan prinsip

kemanusiaan.

. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan untuk
mendukung pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yaitu, sebaiknya Lembaga
Pemasyarakatan Kelas ITA Yogyakarta melakukan penambahan jumlah petugas
lapas untuk memastikan pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara
optimal. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas sebaiknya ditingkatkan untuk
menambah pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak narapidana dan

pendekatan yang humanis.
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